SALINAN

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan
pendapatan daerah berperan penting dalam mendorong
pembangunan dan penyediaan layanan publik di Daerah;

b. bahwa  dalam rangka  meningkatkan  penerimaan
pendapatan daerah, khususnya penerimaan pajak Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
dilakukan adanya penyesuaian penghitungan besaran
persentase nilai jual objek pajak untuk pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman
dalam penyesuaian penghitungan besaran persentase nilai
jual objek pajak untuk pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase
dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase dan
Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

Mengingat . . .



Mengingat

Menetapkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

S. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN NILAI JUAL
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 12
Tahun 2024 tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan
Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



1. Ketentuan ayat (1) dihapus dan ayat (2), ayat (6), ayat (7),
serta ayat (8) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) dihapus.

(2) Besaran persentase NJOP untuk pengenaan PBB-P2 atas
kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan
mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3) Kenaikan NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan memperhatikan nilai pasar.

(4) Bentuk pemanfaatan objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b memperhatikan peruntukan atas
objek PBB-P2.

(5) Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan
dengan memperhatikan lokasi, kondisi, dan pemanfaatan
objek PBB-P2.

(6) Besaran persentase NJOP untuk pengenaan PBB-P2
ditetapkan berdasarkan persentase kenaikan NJOP tahun
2024 dengan tahun 2025.

(7) Besaran persentase NJOP untuk pengenaan PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam
SPPT.

(8) Besaran persentase NJOP untuk pengenaan PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 17




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
BESARAN PERSENTASE DAN
PERTIMBANGAN NILAI JUAL OBJEK
PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BESARAN PERSENTASE NJOP UNTUK PENGENAAN PBB-P2

NO | KLASIFIKASI PERSENTASE KENAIKAN NILAI | BESARAN PERSENTASE
JUAL OBYEK PAJAK TAHUN 2024 NJOP

DENGAN TAHUN 2025 (%)

1. O sampai dengan 10 100

2. >10 sampai dengan 20 95

3. > 20 sampai dengan 35 90

4. > 35 sampai dengan 50 80

S. > 50 sampai dengan 70 70

6. > 70 sampai dengan 90 65

7. > 90 sampai dengan 110 60

8. > 110 sampai dengan 130 55

9. >130 sampai dengan 155 50

10. | > 155 sampai dengan 200 45

11. | > 200 sampai dengan 250 42

12. | > 250 39

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO




